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Buruh Minta Percepat
RUU Ketenagakerjaan

Sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. RUU ketenagakerjaan sudah harus disahkan

paling lambal Oktober 2026. Penyusunan RUU perlu melibatkan buruh secara aklil,

JAKARTA, KOMPAS — Perwakilan
serikat pekerja meminta agar
pemerintah dan Dewan Per-
wakilan Rokvat mempereepat
pembahasan Rancangan Un-
dang-undang Ketenagakerfoan,
Proses penyusunan BULD ter-
sebut diharapkan melibatkan
pekerja sevars aklil serts dapat
disahkan secepatiya pada Sep-
tember 2020,

Pembahosan  Undang-Un-
dang Ketenagakeraan  meru-
pakan amaat Mahkomah Kon
stitusi (MK) dalam putussn wji
materi Undang-Undang Clpta
Kerja padas Okdoher 2024, ME
mengamanathan wakiu dua ta
hun untuk pembentukan UL
Ketenagaketjaan  barn  vang
.‘i'llh.'ill!l'l!‘in}-'.'i mPI'IHI'I!]HIITg ma-
terd dalam UL No 1372003 ten
tang Ketenagakerjaan, UL No
G/2023 tentang Cipta Keyjo, dan
sejumlish putusan ME. UL Ke-
tenagakerjoan vang baru it
mesti disahkan paling lambat
Olitaber 2026,

“Kami mendorong Komisi 1%
DPR sebagai stakcholder agar
sering . membahasnva, Sampai
hart ind kami merasa bkad
{serikal buruh) belum dilibat-
kary secara aktif” ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Se-
luruh Indonesia (KSPSI Andi
Gani Mena Wea dalam perte-
Imuan antara serikat burub dan
Wakil Ketua DI'R Sufmi Dasco

Ahmad di Kompleks Parlemen,
Senmayan,  Jokarta,  Selasa
(A0 N020).

Menurut Andi, ada sejumlah
isu krusial yang menjadi per-
liatian dalam revisi regulasi tep-
sehul, anlara lain fentang for-
mula pengupahan, praktik alib
daya (oudsotreing), perjanjian
kerja waktu tertenta (PEWT),
pesangon, pemuiusan huhung—
an kerja (PHEKD, serta pralitik
pemberangusan sertkal pekerja
(o busting).

St ini, wjarnya, masih ada
perusahat vang dengan mu
dahnys melakukan PHE dan
membatasi pendirian serikat
pekerga, In menegaskan, prakiik
union busting adalah pelane:
garan hik asasi manusia karena
menghalangi kebebasan berse
rikat, "Kita membual hatas-
an-batasan serta formula peng
upahan seperti aps agar men-
jadi balu dan bisa ditkuti oleh
semua pemerintah daerah,”
wjar Aundi.

Presicen Ranfederast Serikal
Burah Seluruh Indonesia (KSH
1) Elly Rosita Silaban herharap
peimerintah merpereepat
pembahasan regulasi ketenag-
keyjoan dan menampung as
pirasi huruh secars kompre-
hepsif. "Kami berhavap seee
pat-cepatnya bulan sembilan
{september) ini BUL Ketena
gakerjam sudah disahlan serta

menampunyg  aspirasi buruh,”
lanjutnya.

Dibuhungi secars terpissh,
Pendivi Inti Solidaritas Buruh
Domin Dhamayanti - menilai,
pembahasan RUL Ketenaga-
kerjaan semesting Tidak dipan-
dang sebagai tavik-menaik ke-
pentingan huruh dam pengsa-
ba tetapi upaya negara meng-
haclickun kepastian kerja dan
Lehidupan layak bagi pekerja

Memurut Domin, buruh pada
dasarnya merniliki kepentingan
VMg sertipe dengan pengusahs.
Jika perusahaon mengingiskan
kepastian dan keherdangsungan
bienis, pekerja membutuhkan
kepastian dalam hekerja.

"Permsaloar ingin  sustain
tlan punyva kepastian hisnis, Fu-
rulh juga sama, ingin kepastian
kerja, Marasi hesar yang disepa-
kati banyak buruh adalah peng
hapusan sistem kontrak her-
ulang dan oufsourcing. karena
itu menghilangkan kepuastian
kerja” ujar Domin.

la menila, praktik PEKWT
vang diperpanjang beralatg kali
serfa sistem alih diya kerap
menjadi sumber ketidakpastion
buaghi pekerja, Selain it lemah-
nva penegakan hukum mem
buat perlindungan terhadap pe-
kerja belwm optinal

Menanggapi masukan huruh,
Sufmi Dasco Ahmad menga
takan, DR sepakat, pembahias-

an RUL Retenagakerjaan harus
melibatkan semua pibak, ter-
misik pemerintah, serikal pe-
lerjar dan asosiasi pengusaha,
agar reglast vang dihasilkan
disepakati bersama, Setelal Le-
haran, DPRakan menggelar
romgknian audiensi terkait isa
kelenagakyrjuan, termasuk se-
jumlah aspek yang berkaitan
dergan UL Cipla Kerja,

Lapangan kerja

Diliubungi secara terpisaly,
Ketus Hidang Ketenagakerjasn
Asosiasl Pergusaba Indonesia
(Apindi) Bob Azam menga-
takan, ke dopan, UL Ketena
gakerjaan harus mendorong ik-
liny investast vang sehat dan
herkelanjulan, Oleh karen itu,
regulasi tersebut  sermestinga
mampt meneiptakan kepastian
berusaha sekalipus  menbuka
Tapangan kerja seluss-luasmya.

"Undang-Undang Ketenaga
kerjaan ini harus menjadi un-
dang-undatg vang mendorong
investast vang positil dan ke-
giatan usaba vang benar In
finya i situ,” ujar Bah,

Ia mengingatkan agar kebi
Jakan yang dirumuoskan tidak
justru menimbulkan kekhawa
firan di kalangan investor. Me-
nurut dia, vregulasi yang terlala
memberatkan  pelakn usaha
berpotensi  menghambat  ck-
spansi hisnis dan pada alhirmya

mempersempit peluang kerja.

“Kalau kebijakan membuat
prang Lakut berinvestasi dan Li-
dak membuka lnpangan pelker-
Juaan, busl apa® kalanya,

Bob menilai, selama ind pem-
hohasan sy ketenagskerjsan
kerap dipersepsikan hanya me-
libatkan dus kepentingan uta-
ma, vakni pengusaha dan pe-
keerjes, Praclaahual, terchapat satu pe-
manglhu kepentingan lain vang
sering ferahaikan, yaitu para
pencai kerja.

“Pekerja itu adalah mereka
vang sudah bekerja dan diwalkili
serfkat pekerja, Namun, aca
vang sering dilupakon, yaitu
pencart kerja, Stapa yang me-
represeitasikan? Mestinya pe
merintah,” ujarmya,

Menurutnya, pemerintal 6
ik cukup herperan sehagai
"wasit” vamg schadar mene
ngahi kepentingan pengusaba
dan pekerja Pemerintah juga
harus  aktif - memperjuangkan
kepentingan masyarakat vang
helum bekerja agar memper-
oleh akses terhadap lapangan
kerja yang lehih Tias,

"Regulasi vang nantinva di
hasilkean harus mampu menjuaga
keberlangsungan usaha, mem
herikan perlindungan hagi pe-
kerja, sekaligus memperiuas ke
sempatan kerja bagi angkatan
kerja bara,” kata Bob,
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